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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mendorong Pemerintah Daerah dalam hal
ini Pemerintah Kota dan Kabupaten termasuk Kota Bandung dalam menerapkan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR). Metoda penelitian menggunakan Kualitatif dengan pendekatan
deksriptif. Hasil yang ditemukan adalah bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di Kota Bandung dengan penguatan aturan teknis berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung telah berhasil dilaksanakan
dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan aturan tersebut sebagai upaya
berjenjang bagi penerapan kawasan bebas asap rokok untuk menciptakan suasana
lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

Kata Kunci : Aturan; Kawasan Tanpa Rokok; Kesehatan
ABSTRACT

The purpose of this research is to see the extent of the implementation of Law Number 36
of 2009 concerning Health in encouraging Regional Governments, in this case the City and
Regency Governments, including the City of Bandung, to implement Smoke-Free Zones
(KTR). The research method uses qualitative with a descriptive approach. The results
found were that the implementation of No-Smoking Areas (KTR) in the City of Bandung by
strengthening technical regulations in the form of Regional Regulation Number 4 of 2021
concerning No-Smoking Areas (KTR) in the City of Bandung has been successfully
implemented well. The efforts made to enforce these regulations are a tiered effort to
implement smoke-free areas to create a clean, comfortable and healthy environment for
the sake of creating a quality society.

Keywords : Health, Non-Smoking Areas, Rules

A. PENDAHULUAN orang, dari semula 60,3 juta orang pada

Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia melakukan peluncuran hasil
Global Adult Tobacco Survey (GATS)
tahun 2021, dimana KEMENKES RI
mencatat adanya penambahan jumlah
perkokok dewasa yaitu sejumlah 8,8 juta

tahun 2011 menjadi 69,1 juta orang perokok
pada tahun 2021. Walaupun demikian,
secara prevalensi merokok di Indonesia
sebenarnya mengalami penurunan dari
angka 1,8% menjadi 1,6%. Apa yang
disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan
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Dante Saksono bahwa kondisi ini
merupakan sebuah tantangan bagi semua
pihak untuk dilakukannya upaya-upaya
penghentian merokok. Dari data GATS
2021 diperoleh informasi tambahan bahwa
rerata pengeluaran bulanan bagi rokok
adalah Rp. 382.091,72.

Dampak vyang ditimbulkan dari
merokok selain menyasar pada perokok itu
sendiri, secara luas menyasar kepada para
perokok aktif yang merupakan individu-
individu disekitar para perokok. Hal ini
tentu harus menjadi perhatian, supaya tidak
memberikan dampak kurang baik lebih
besar lagi. Undang-undnang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan sebenarnya
telah mengamanatkan kepada Pemerintah
Daerah di seluruh Indonesia untuk
dilakukan pengaturan serta pengetatan
terhadap dampak buruk asap rokok salah
satunya dengan strategi Kawasan Tanpa
Rokok. Dalam pasal 115 ayat (2) telah
disebutkan bahwa pemerindah daerah wajib
menetapkan kawasan tanpa rokok di
wilayahnya (UU No. 36, 2009), artinya
pada tataran pemerintahan Kabupaten/Kota
memiliki  kewajiban untuk mentapkan
Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya
masing-masing.

Selain  kampanye-kampanye  di
berbagai media cetak, online, baligo,
spanduk terkait bahaya rokok, penggunaan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai
daerah atau area yang dinyatakan dilarang
untuk  kegiatan  merokok,  menjual,
mempromosikan produk rokok maupun
tembakau dianggap sebagai satu upaya
untuk menciptakan suasana nyaman di
lingkungan masyarakat. Tujuan dengan
diberlakukannya KTR tentu adalah untuk
menurunkan angka-angka akibat dampak
asap rokok dengan cara mengubah pola
pikir serta perilaku masyarakat agar hidup

sehat, sehingga dapat mewujudkan kualitas
udara yang bersih serta sehat dan bebas dari

asap rokok.
Pembatasan lingkungan bagi
perokok dengan diterapkannya KTR

merupakan satu cara untuk mengurangi
polusi akibat asap tembakau yang jelas itu
merugikan bagi kesehatan. Akibat dari asap
tembakau adalah  kanker  paru-paru,
penyakit jantung, asma dan penyakit
saluran pernafasan lain, serta bisa lebih fatal
sampai meninggal (Fong et al., 2006).
Dengan demikian faktor-faktor risiko bagi
perokok  maupun  masyarakt  dapat
dihindarkan melalui pembinaan lingkungan
yang bebas rokok (Trinidag, Gilpin and
Plerse, 2005; Urban, 2010)

Kota Bandung sebagai satu kota
besar dengan aktivitas warga yang sibuk di
Indonesia, memiliki masalah yang sama
dengan jumlah perokok. Maka untuk
mendukung perlindungan masyarakat dari
paparan asap rokok berdasarkan Undang-
undang No. 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, Pemerintah Kota Bandung
meluncurkan Peraturan Daerah (PERDA)
No. 4 Tahun 2021 mengenai Kawasan
Tanpa Rokok (KTR). Tujuan dari PERDA

tentang Kawasan Tanpa Rokok ini
merupakan bukti kepedulian terhadap
kebersihan serta kesehatan lingkungan

secara lebih luas dalam upaya menyehatkan
masyarakat Kota Bandung dengan tidak
merokok di sembarang tempat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis
dalam pelaksanaan penelitian ini adalah
studi literatur dengan pendekatan kualitatif.
Selain studi literatur juga dilakukan
penggalian serta penelaahan data-data
melalui berbagai media serta pusat data
pada institusi yang ada untuk mendukung
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hasil observasi di lapangan. Penelitian
dilakukan di Kota Bandung, dengan
berfokus pada pelaksanaan Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
pada penerapan aturan kawasan bebas
rokok di Kota Bandung yang diperkuat
dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 4
Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa
Rokok (KTR).

Sasaran informan untuk menggali
informasi pada penelitian ini adalah
masyarakat perokok dan bukan perokok di
beberapa tempat wisata serta tempat umum
lain yang ada di Kota Bandung. Data yang
dihasilkan dikumpulkan dengan
menggunakan teknik wawancara
mendalam, observasi dan dokumentasi.
Teknik analisis data dilakukan dengan
tahapan pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data serta penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan mengamanatkan
Pemerintah  Daerah untuk  mengatur
penetapan Kawasan Tanpa Rokok.
Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah
dan mengatasi dampak buruk dari asap
rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan
bahwa  pemerintah  daerah  wajib
menetapkan kawasan tanpa rokok di
wilayahnya (UU No. 26 Thn 2009, 2009).

Pemerintan  Daerah yang dimaksud
tentunya adalah  Pemerintah  tingkat
Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Untuk menjelaskan terkait

kewenangan pemerintah daerah sebagai
penjabaran dari Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hal
mengatur  mengenai KTR  apakah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau
Walikota, maka beberapa Peraturan
Perundang-Undangan berikut  dapat

dijadikan referensi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Terhadap Kesehatan; dan

3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan
Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah
daerah wajib menetapkan kawasan tanpa
rokok di wilayahnya. Dengan kata lain,
Pemerintahan Kota/Kabupaten termasuk
kedalam bagian dari Pemerintahan Daerah
yang mempunyai  kewajiban  untuk
menentapkan Kawasan Tanpa Rokok
didaerahnya masing-masing. Hal yang
sama termuat pula dalam Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif  Berupa Produk  Tembakau
Terhadap Kesehatan. Kemudian secara
jelas dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Bersama Menteri Kesehatan  Nomor
188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok, disebutkan bahwa KTR diatur
dalam Peraturan Daerah (PERDA).

Kawasan Tanpa Rokok wajib ada di
tempat pelayanan kesehatan, tempat proses
belajar mengajar, tempat anak bermain,
tempat ibadah, angkutan umum, tempat
kerja, tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan (UU No. 26 Thn 2009, 2009).
Secara umum Yyang termasuk kedalam
Kawasan Tanpa Rokok adalah seluruh
ruang atau area yang meliputi tempat
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pelayanan kesehatan, tempat proses belajar
mengajar, tempat anak bermain, tempat
ibadah, angkutan umum, tempat Kerja,
tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan (UU No. 26 Thn 2009, 2009).
Termasuk yang didefisinikan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau
area Yyang dinyatakan dilarang untuk

kegiatan merokok  atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan/atau mempromosikan produk

tembakau. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
adalah cara untuk mengurangi polusi asap
tembakau yang merugikan kesehatan pada
manusia (UU No. 26 Thn 2009, 2009).

Dalam penjelasan terkait dampak
dari aktivitas merokok, dimana secara
umum tidak direkomendasikan untuk
dilakukan terutama pada saat berada di
fasilitas masyarakat seperti angkutan umum
dengan kondisi sirkulasi udara yang kurang
memadai. Selain dampak pencemaran udara
di sekitar perokok, ampas dari puntuk rokok
juga memiliki resiko bisa mencederai atau
melukai selaput-selaput rawan yang ada
pada tubuh manusia seperti pada mata,
hidung hingga kulit.

Penerbitan peraturan-peraturan
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
sejatinya merupakan upaya-upaya
perlindungan bagi mereka yang merupakan
non perokok karena tidak ada batas kadar
ukuran dampak asap rokok serta residu
rokok yang aman bahkan untuk anak-anak,
bahkan dalam kadar/ukuran sedikit saja
dapat merusak kesehatan paru-paru pada
usia yang sedang berkembang. Oleh karena
itu, demi tujuan kesehatan bersama
sebaiknya kawasan pribadi seperti rumah
maupun kendaraan (termasuk kendaraan
umum) seyogyanya dijaga agar bebas dari
asap dan residu rokok.

Dalam perkembangannya, kemudian

timbul pertanyaan yang muncul kemudian
terkait substansi apa yang seharusnya diatur
dalam aturan-aturan turunan terkait KTR ?.
Sehingga kemudian aturan-aturan yang ada
bisa memberikan dampak positif dalam
upaya menjaga lingkungan supaya tetap
bersih, aman serta bebas dari asap rokok.
Hal mana kemudian  mengundang
konsolidasi yang paripurna dari beberapa
instansi terkait untuk membahas dan
berkoordinasi dalam mensukseskan visi
Kawasan Tanpa Rokok ini, salah satunya
adalah sinergi antara Menteri Kesehatan

dan Menteri Dalam Negeri dengan
memunculkan Peraturan Bersama Menteri
Kesehatan Nomor
188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok, dimana kemudian disusun substansi
yang harus diatur dalam aturan-aturan
turunan tentang KTR paling sedikit mesti
memuat :

a. Pengaturan tentang KTR;

b. Peran serta masyarakat;

C. Pembentukan satuan tugas penegak

KTR;

Larangan dan kewajiban; dan
e. Sanksi.

Data yang ditampilkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia dalam rilisan hasil survei global
terkait penggunaan tembakau (Global Adult
Tobacco Survey) pada usia dewasa dimana
angka masyarakat yang merokok di
Indonesia masih tinggi. Sementara itu,
rokok ditahbiskan sebagai salah satu
penyumbang garis kemiskinan di Indonesia.
Pelaksanaan Global Adult Tobacco Survey
(GATS) melibatkan 9.156 responden
dengan temuan bahwa dalam kurun waktu
2011-2021 terjadi peningkatan signifikan
atas jumlah perokok dewasa sebanyak 69,1
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juta orang pada tahun 2021 bertambah
sebanyak 8,8 juta orang dari data yang
dirilis pada tahun 2011 yaitu sebanyak 60,3
juta orang perokok.

Sementara itu data Badan Pusat
Statistik (BPS) menampilkan data bahwa di
Kota Bandung tercatat ada 28,44% warga
masyarakat dengan tingkat usia diatas 15
tahun yang merupakan perokok aktif.
Mereka secara rerata bisa menghabiskan
72,81 batang rokok dalam satu pekannya.
Jumlah tersebut merupakan bagian 2,53 juta
jiwa penduduk Kota Bandung dimana dari
angka  tersebut  sebanyak  77,46%
merupakan penduduk dengan usia diatas 15
tahun. Dalam resume Badan Pusat Statistik
(BPS), tercantum Kklasifikasi untuk data
perokok aktif di Kota Bandung tersebut
dalam buku tentang Statistik Kesejahteraan
Kota Bandung Tahun 2022.

Dari rilisan BPS ini, diketahui bahwa
jumlah penduduk 15 tahun yang merokok
dengan tiga kategori kelompok
pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran
40 persen terbawah, 40 persen tengah, dan
20 persen atas. Kemudian, BPS juga
membaginya berdasarkan tingkat
pendidikan, yakni lulusan sekolah dasar
(SD) sederajat serta lulusan sekolah
menengah pertama (SMP) sederajat.

Untuk perokok yang berusia 15 tahun
ke atas dari kelompok pengeluaran 40
persen terbawah mencapai 32,79 persen.
Kelompok ini menghabiskan rata-rata 63,24
batang per minggunya. Sementara itu,
perokok yang berusia 15 tahun ke atas dari
kelompok pengeluaran 40 persen tengah
mencapai 28,71 persen. Kelompok perokok
ini rata-rata menghabiskan 78,11 batang per
minggu. Kemudian, perokok yang berusia
15 tahun ke atas dari kelompok pengeluaran
20 persen teratas mencapai 20,71 persen.
Perokok dari kelompok ini rata-rata

menghabiskan 84,64 batang per
minggunya.  Untuk  pengelompokkan
berdasarkan tingkat pendidikan, perokok
berusia 15 tahun ke atas yang lulusan SD ke
bawah mencapai 29,74 persen. Mereka rata-
rata menghabiskan 71,30 batang per
minggunya. Sementara perokok berusia 15
tahun ke atas lulusan SMP atau tingkat yang
lebih tinggi lagi mencapai 28,12 persen, dan
menghabiskan 73,21 batang per
minggunya. Sumber Statistik Kesejahteraan
Kota Bandung Tahun 2022.

Dalam upaya melindungi warga serta
sebagai amanat dari Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

dimana Pemerintah Daerah termasuk
didalamnya adalah Pemerintah
Kota/Kabupaten wajib menerapkan

kawasan tanpa rokok di wilayahnya, maka
Pemerintah Kota Bandung meluncurkan
Peraturan Daerah (PERDA) Noomor 4
tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa
Rokok  (KTR)  untuk  melindungi
masyarakat dari paparan asap rokok.
Peluncuran aturan tentang KTR tersebut
dilakukan bersamaan dalam Peringatan
Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)
yang bertempat di Gedung Pendopo Kota
Bandung. Salah satu poin  yang
dimunculkan dalam Kketetapan aturan
tersebut adalah sanki berupa denda bagi
para pelanggar aturan KTR dengan jumlah
Rp. 500.000.

Untuk mensosialisasikan aturan-
aturan terkait KTR, peluncuran PERDA ini
diawali terlebih dahulu dengan kegiatan
sosialisasi oleh tim Satgas KTR Kota
Bandung yang telah dibentuk. Selain itu,
PERDA tentang KTR disosialisasikan
melalui berabgai kampanye digital di media
sosial dan salahsatunya adalah dengan
menggunakan tagar
#LeuwihHadeTeuNgaroko.
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Kehadiran Undang-undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk
tujuan pemberlakuan kawasan bebas rokok
yang kemudian diperkuat secara teknis oleh
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di
Kota Bandung memperjelas keberpihakan
pemerintah dalam hal ini Kota Bandung
terhadap  masyarakat dalam  upaya
meningkatkan kualitas kesehatan
warganya. PERDA tersebut merupakan
payung hukum yang mengatur konsumsi
rokok, baik dari aspek perlindungan
kesehatan maupun dampak sosial dan
ekonomi masyarakat. Dalam menjaga
marwah peraturan tersebut, Pemerintah
Kota Bandung melalui Satgas KTR
senantiasa menjaga komitmennya dalam
penegakan aturan serta  melakukan
tindakan-tindakan yang perlu dilakukan
secara hukum, sehingga diharapkan upaya-
upaya tersebut bisa terus konsisten serta
diharapkan bisa sesempurna mungkin
dalam menegakkannya untuk
menghadirkan Kota Bandung yang bebas
asap rokok.

Dari evaluasi yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandung diperoleh hasil
yang memuaskan bahwa penerapan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota
Bandung sudah berjalan dengan baik. Hal
tesebut  dibuktikan dengan hasil
pemantauan melalui dashboard e-monev
KTR dari Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia dimana sejak Oktober 2022 lalu
sebanyak 445 lokasi dari 519 lokasi di Kota
Bandung atau 85,74 persen telah mematuhi
aturan KTR, sedangkan sebanyak 74 lokasi
atau 14,26 persen masih belum mematuhi
dan terus dilakukan pembinaan-pembinaan
serta pemantapan untuk bisa menyamai
lokasi yang lain.

D. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan telah berhasil
mendorong daerah dalam hal ini
Pemerintah Daerah baik Kota maupun
Kabupaten termasuk Pemerintah Kota
Bandung untuk bisa menetapkan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) demi upaya
menurunkan angka perokok dan mencegah
perokok pemula serta menjaga masyarakat
non perokok dari dampak berbahaya nya
asap rokok tembakau. Penerapan KTR
diharapkan mampu mewujudkan kualitas
udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap
rokok tembakau sehingga secara umum
dapat menciptakan kawasan yang nyaman,
yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada
optimalisasi  lingkungan ramah dan
menyenangkan.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita
tersebut, Pemerintah Kota Bandung
kemudian menerbitkan aturan pendamping
teknis dalam bentuk Peraturan Daerah
(PERDA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota
Bandung, dimana ditetapkan sebanyak 519
lokasi sasaran. Dari sekian lokasi yang telah
ditetapkan, sebagian besar berhasil baik
dalam  pelaksanaanya, hal tersebut
dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat
baik perokok maupun non perokok
mematuhi aturan secara konsisten serta
diharapkan bisa sesempurna mungkin
dalam menegakkannya untuk
menghadirkan Kota Bandung yang bebas
asap rokok.
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